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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG  

 
Kabupaten Pesisir Barat terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2012 terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan serta 116 desa dan 2 kelurahan  dengan 

total penduduk sebesar 167.339 jiwa yang terdiri dari 86.887 laki-laki dan 80.425 

perempuan (Disdukcapil Pesisir Barat, 2022). Kabupaten Pesisir Barat secara 

geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa dengan letak astonomis 

4⁰,40’0’’- 6⁰,0’,0’’ Lintang Selatan dan 103⁰, 30’,0’’-104⁰, 50’,0’’ Bujur Timur dengan 

jarak kurang lebih 200 Km dari Bandar Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi 

Lampung. Kabupaten Pesisir Barat  di sebelah utara berbatasan  dengan Kabupaten 

Lampung Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah 

timur berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan sebelah barat berbatasan 

dengan Kabupaten Kaur dan Samudera Hindia yang memiliki wilayah daratan seluas 

290.723 ha atau kira-kira 8,39 % dari total luas wilayah Provinsi Lampung dan 

wilayah perairan (laut) diperkirakan  seluas ± 210 km2. Menurut Oldeman, Irsal L 

Darwis (1979), akibat pengaruh dari rantai pegunungan Bukit Barisan, maka Pesisir 

Barat memiliki 2 (dua) zone iklim yaitu:  

 

1. Zone A (Jumlah bulan basah > 9 Bulan) terdapat di bagian barat Taman Bukit 

Barisan Selatan (TNBBS) Termasuk Krui dan Bintuhan.  

2. Zone BL (Jumlah bulan basah 7 - 9 bulan) terdapat di bagian timur Taman 

Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).  
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Berdasarkan curah hujan dari Badan Meteorologi dan Geofisika, curah hujan Pesisir 

Barat berkisar antara 2.500–3.500 milimeter per tahun atau 140–221 milimeter per 

bulan. Tinggi curah hujan di Kabupaten Pesisir Barat terbagi atas:  

a) Curah hujan antara 2500 – 3000 mm per tahun  

b) Curah hujan antara 3000 – 3500 mm per tahun yaitu daerah basah memiliki 

curah hujan lebih dari 2.000 mm per tahun dan daerah kering memiliki curah 

hujan kurang dari 2.000 mm per tahun.  

 
Perekonomian Kabupaten Pesisir Barat tergantung pada sektor Pertanian yang 

masih mempunyai peranan tinggi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Akan 

tetapi sektor ini tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, 

di mana tahun 2022 peranannya turun dari 48,75% di tahun 2021 menjadi  46,41% 

di tahun 2022 (Data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Barat 

Menurut Lapangan Usaha 2018-2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih 

sangat banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan para pemegang 

kepentingan (stakeholder) dalam melakukan pembangunan di sektor Ketahanan 

Pangan.  

 
Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan 

Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 

mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan 

Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk 

perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan 

serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan 

pangan dan gizi. 
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Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan 

informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan 

kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan 

intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan 

pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu 

instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya 

perlindungan/penghindaran  dari  krisis  pangan  dan  gizi  baik  jangka pendek, 

menengah maupun panjang.  

 

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang yang akurat dan 

komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security 

and Vulnerability Atlas-FSVA sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan 

wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan 

World Food Programme (WFP). Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta 

Kerawanan Pangan (Food Insecurity Atlas - FIA) pada tahun 2005. Pada tahun 

2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security 

and Vulnerability Atlas – FSVA). 

 

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi 

dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis 

sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi 

secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak 

tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016.  Untuk mengakomodir 

perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka 

dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2023.  
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Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana 

bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah 

yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, 

pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan 

dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan 

pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa. 

 
Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana 

kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim 

yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan 

adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. 

FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan 

pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan. 

 

1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI 

 

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan 

mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan 

gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup  manusia 

untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti 

disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam 

jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak 

serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan 

masyarakat.  

 
Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi 

terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari 
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tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, 

bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, 

dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara 

berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan 

nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan 

bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada 

pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, 

kemandirian dan ketahanan pangan.  

 
Definisi ketahanan pangan (food security) yang dianut oleh Food and Agricultural 

Organisation (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep 

awal food security yang dihasilkan oleh World Food Summit tahun 1996. Merujuk 

pada konsep tentang pentingnya nutrition security yang diajukan oleh Unicef pada 

awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab 

masalah gizi disamping ketahanan pangan rumahtangga, maka International Food 

Policy Research Institute (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut 

sebagai Food and Nutrition Security. Pada tahun 2012 FAO1 mengajukan definisi 

food security menjadi food and nutrition security untuk menyempurnakan konsep 

dan definisi sebelumnya.  

 
Upaya FAO ini sejalan dengan upaya Standing Committee on Nutrition (SCN), suatu 

lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada 

tahun 20132 juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan 

(food security) menjadi ketahanan pangan dan gizi (food and nutrition security). 

Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi 

                                                           
1 Disampaikan pada Commitee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia 
2 Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New 

York 
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pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, 

namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan 

pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini 

optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang 

dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari 

penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui 

kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. 

Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi  

(Sumber: FAO dan UNSCN) 

 

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai 

ketahanan pangan dan gizi seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep 

Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun 

berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan 
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pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam 

keseluruhan pilar tersebut. 

 
Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam 

negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor 

dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi 

kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, 

kecamatan dan tingkat masyarakat. 

 
Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup 

pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: 

produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan 

pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh 

rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, 

mengakses  jumlah dan keragaman makanan yang cukup. 

 
Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga 

dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. 

Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan 

makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan 

pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), 

distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu 

(pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota 

rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan 

profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering 

digunakan sebagai salah satu proxy untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah 

tangga. 
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Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi 

mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan 

dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi 

terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan 

penyakit yang lebih luas. 

 
Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap 

kerawanan pangan dan gizi. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau 

kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan 

kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan. Kerawanan pangan dapat menjadi 

kondisi yang kronis atau transien. Kerawanan pangan kronis adalah 

ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan 

biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah 

dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, 

infrastruktur publik, sistim kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata 

pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat 

dan lainnya.  

 
Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat 

jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar 

berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba 

seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, 

tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya 

menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin 

dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk 

miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang 
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berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya 

ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis. 

 
1.3. METODOLOGI 

 
Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan 

analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi 

dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator proxy ke dalam tiga kelompok 

yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, 

keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan 

secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan 

bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut. 

 
1.3.1  Indikator 

 
Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun 

kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator 

nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap 

kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten 

didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan 

yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi 

ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan  pilar ketahanan pangan dan gizi; dan 

(iv) ketersediaan data pada seluruh desa. Indikator yang digunakan dalam FSVA 

Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan 

pangan. 
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Tabel 1.1. Indikator FSVA Kabupaten 2023 

Indikator Definisi Sumber Data 

A. Aspek Ketersediaan Pangan 

Rasio luas baku lahan 
sawah terhadap luas 
wilayah desa 

Luas baku lahan sawah 
dibandingkan luas wilayah 
desa 
 

BPS; Pusat Data 
Informasi Kementan 
2022 ; DKPP 2022 

Rasio jumlah sarana dan 
prasarana ekonomi 
terhadap jumlah rumah 
tangga 

Jumlah sarana dan 
prasarana ekonomi (pasar, 
minimarket, toko, warung, 
restoran dll) dibandingkan 
jumlah rumah tangga desa 

Potensi Desa 2022; 
Dinas Perdagangan 
2022 

B.  Aspek Akses terhadap Pangan 

Rasio jumlah penduduk 
dengan tingkat 
kesejahteraan terendah 
terhadap jumlah penduduk 
desa 

Jumlah penduduk dengan 
status kesejahteraan 
terendah (penduduk dengan 
tingkat kesejahteraan pada 
Desil 1) dibandingkan jumlah 
penduduk desa 

Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial, 
Kemensos atau 
Dinas Sosial 2022; 
Data Pensasaran 
Percepatan 
Penghapusan 
Kemiskinan Ekstrem 
(P3KE), 2022 

Desa yang tidak memiliki  
akses penghubung  
memadai melalui darat 
atau air atau udara 

Desa yang tidak memiliki 
akses penghubung memadai 
dengan kriteria: (1) Desa 
dengan sarana transportasi 
darat tidak dapat dilalui 
sepanjang tahun;  (2) Desa 
dengan sarana transportasi 
air atau udara namun tidak 
tersedia angkutan umum 

Potensi Desa 2022; 
Dinas Perhubungan 
2022; Dinas PUPR 
2022 

C.  Aspek Pemanfaatan Pangan 

Rasio jumlah rumah 
tangga tanpa akses air 
bersih terhadap jumlah 
rumah tangga desa 

Jumlah rumah tangga 
dengan sumber air bersih 
tidak terlindung dibandingkan 
jumlah rumah tangga desa 

Beppelitbangda 
2022; Dinas 
Kesehatan 2022 

Rasio jumlah tenaga 
kesehatan terhadap jumlah 
penduduk desa 

Jumlah tenaga kesehatan 
terdiri atas:  1) Dokter 
umum/spesialis; 2) dokter 
gigi; 3) bidan; 4) tenaga 
kesehatan lainnya (perawat, 
tenaga kesehatan 
masyarakat, tenaga gizi, 
apoteker/asisten apoteker) 
dibandingkan jumlah 
penduduk desa 

Dinas Kesehatan 
2022; OPD Lainnya 
yang terkait. 
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1.3.2  Metode Analisis 
 

1. Analisis Indikator Individu 

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu 

kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data 

kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS. 

 

2. Analisis Komposit 

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan 

metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat 

kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. 

Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang 

dikembangkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) dalam penyusunan Global 

Food Security Index (EIU 2016 dan 2017) dan International Food Policy Research 

Institute (IFPRI) dalam penyusunan Gobal Hunger Index (IFPRI 2017). Goodridge 

(2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, 

maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks 

agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.  

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut: 

a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0 

– 100) 

b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil 

perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan 

bobot indikator, dengan rumus: 

………………………………………………………...… (1) 

Dimana: 

Yj  : Skor komposit kabupaten/kota ke-j 

ai  : Bobot masing-masing indikator 

Xij  : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j 
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Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek 

ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar 

terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator 

mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan 

tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. 

 
Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu 

No Indikator Bobot 

1. Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa  1/6 

2. Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap 
jumlah rumah tangga 

1/6 

Sub Total 1/3 

3. Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan 
terendah terhadap jumlah penduduk desa 

1/6 

4. Desa yang tidak memiliki  akses penghubung  memadai  1/6 

Sub Total 1/3 

5 Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih 
terhadap jumlah rumah tangga desa 

1/6 

6 Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah 
penduduk desa 

1/6 

Sub Total 1/3 

 

c. Mengelompokan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan cut 

off point komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah 

dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut off point komposit. Cut off 

point komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian 

antara bobot indikator individu dengan cut off point indikator individu hasil 

standarisasi z-score dan distance to scale (0-100).  

………………………………………………………...… (2) 

Dimana: 

Kj : cut off point komposit ke-J 

ai : Bobot indikator ke-i 

Cij : Nilai standarisasi cut off point indikator ke-I kelompok ke-j 
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Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang 

cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan 

dengan kelompok diatasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan 

desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk 

menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasikan 

sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua 

kpenduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua 

penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.  

 
3. Pemetaan 

 
Hasil analisis indikator individu dan komposit kemuadian divisualisasikan dalam 

bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam 

gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat 

kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan 

pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua 

menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.  


